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BUPATI MALANG 

PROVINSI JAWA TIMUR 

 

PERATURAN BUPATI MALANG 

NOMOR    39    TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI MALANG, 

 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemilihan 

Kepala Desa di Kabupaten Malang dan untuk 

mengakomodir jumlah calon Kepala Desa lebih dari 1 (satu) 

dalam 1 (satu) dusun, maka Peraturan Bupati Malang 

Nomor 32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa perlu 

dilakukan penyesuaian;  

  b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a konsideran 

menimbang ini dan berdasarkan ketentuan dalam                      

Pasal 9 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014                  

tentang Administrasi Pemerintahan, maka perlu melakukan 

Perubahan atas Peraturan Bupati Malang Nomor                             

32 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa dengan 

Peraturan Bupati;   

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan 

Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II 

Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor                    

12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota 

Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965                   

Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2730); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 
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3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia                

Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5494); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa         

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                  

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Nomor 5495); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan                          

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                             

6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor                       

47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5717); 
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10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor                                     

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 

tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Malang                 

Tahun 2016 Nomor 1 Seri D); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten 

Malang Tahun 2016 Nomor 2 Seri D); 

16. Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2017 Nomor 1 Seri D); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 32 TAHUN 2017 

TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA. 

 

Pasal I 

 

Peraturan Bupati Malang Nomor 32 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2017 Nomor 1 Seri D), diubah sebagai berikut:  

Di antara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 13A, berbunyi sebagai berikut: 

  

Pasal 13A 

 

(1)  Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari 

jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa 

terpilih. 
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(2) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara 

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Desa 

dengan TPS hanya 1 (satu), calon terpilih ditetapkan 

berdasarkan wilayah tempat tinggal dengan jumlah pemilih 

terbesar.  

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara 

terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Dusun 

yang sama dalam 1 (satu) Desa dengan TPS hanya 1 (satu), 

calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak 

dalam Dusun tempat tinggal calon.  

(4) Dalam hal terdapat calon lebih dari 1 (satu) dalam                   

1 (satu) Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

disediakan tambahan kotak suara yang khusus 

diperuntukan bagi Pemilih dari Dusun tersebut. 

 

Pasal II 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Malang. 

 

 

Ditetapkan di Kepanjen 

pada tanggal     27     Maret     2017 

 

BUPATI MALANG, 

 

ttd. 

 

H. RENDRA KRESNA 

Diundangkan di Kepanjen 

pada tanggal        27     Maret     2017 

 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG 

 

ttd. 

 

ABDUL MALIK 

 

Berita Daerah Kabupaten Malang 

Tahun 2017 Nomor  7  Seri  D 


